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ABSTRAK 
 
 
 

Sukma Umbara Tirta Firdaus. Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi 
Pendidikan dan Implikasinya Bagi Pendidikan Islam. Skripsi. Yogyakarta: 
Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga. 2012. 

Penelitian ini berangkat dari sebuah isu demokrasi yang semakin 
mengemuka di era reformasi saat ini. Tuntutan utama dari reformasi adalah 
dijalankannya kehidupan berdemokrasi yang sesungguhnya yang sesuai dengan 
amanat konstitusi. Perjuangan demokrasi ini juga memberi pengaruh signifikan 
terhadap masa depan pendidikan Islam di Indonesia. Sejalan dengan semangat 
reformasi yang ingin menciptakan sebuah kehidupan yang demokratis, maka 
pendidikan Islam harus ambil bagian dari usaha tersebut yaitu dengan 
menyelenggarakan sebuah pendidikan Islam yang demokratis. Penelitian ini 
mencoba untuk mendeskripsikan pemikiran Soekarno tentang demokrasi 
pendidikan, dan menemukan implikasinya bagi pendidikan Islam. Hasil penelitian 
ini diharapkan dapat menjadi sebuah sumbangan pemikiran yang berarti bagi studi 
pendidikan Islam, khususnya tentang wacana demokratisasi pendidikan Islam. Di 
samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan pemikiran bagi 
para pengelola pendidikan Islam, pendidik dan juga pemerintah yang bergelut 
dalam dunia pendidikan Islam tentang pentingnya demokratisasi dalam 
pendidikan Islam. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), 
dengan menggunakan pendekatan hermeneutik. Sedangkan metode yang 
digunakan untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif-analitik. 

Hasil penelitian ini adalah: (1) Pemikiran Soekarno tentang demokrasi 
pendidikan adalah, bahwa proses pendidikan itu harus dilaksanakan secara 
demokratis, dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar tanpa dihinggapi 
perasaan takut dan tertekan, mereka dapat belajar dengan senang, bebas dan penuh 
keceriaan. Yang ditekankan Soekarno di sini terletak pada bentuk dan proses 
belajar-mengajarnya, diharapkan dari proses tersebut dapat menumbuhkan sikap 
peserta didik yang kritis, demokratis, terbuka dan bebas dalam mengemukakan 
pendapat dan melakukan tindakan. (2) Implikasi dari pemikiran Soekarno tentang 
demokrasi pendidikan bagi pendidikan Islam adalah, bahwa pendidikan Islam 
juga harus dilaksanakan secara demokratis. Pola pembelajaran dalam pendidikan 
Islam yang masih tradisional (konvensional) harus di rubah dengan pola-pola 
pendidikan yang lebih dinamis dan modern. Pola dogmatis atau pola hubungan 
finalistis yang menempatkan murid sebagai obyek atau benda pasif dalam 
pendidikan Islam harus ditinggalkan diganti dengan pola hubungan baru, yaitu 
pola hubungan kemitraan yang egaliter antara guru dan murid, serta memberikan 
kebebasan (kemerdekaan) berpikir kepada para murid. 
 
Kata kunci: Soekarno, demokrasi pendidikan, pendidikan Islam.  



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak bergulirnya era Reformasi telah membuat kehidupan di Indonesia 

serba terbuka dan transparan. Tidak ada lagi hal-hal yang ditutup-tutupi 

sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru. Reformasi didorong oleh keinginan 

rakyat Indonesia untuk menjalani kehidupan yang semestinya, yang sesuai dengan 

jati diri bangsa yaitu kehidupan yang demokratis. Hal ini muncul karena rakyat 

merasa pada rezim yang berkuasa saat itu (Orde Baru), kehidupan rakyat dikekang 

dan demokrasi dihilangkan dalam budaya Bangsa Indonesia. Kegelisahan rakyat 

tersebut menyatu dan mengalami puncak di tahun 1998 yang menandai mulainya 

Orde Reformasi sekaligus mengubur rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 

32 tahun. 

Tuntutan rakyat saat itu tidak banyak, hanya satu kata yang menjadi 

tujuannya yaitu “demokrasi”. Rakyat menginginkan satu kata tersebut 

(“demokrasi”) benar-benar ada dan nyata dalam budaya kehidupan berbangsa dan 

bernegara kita. Selama 32 tahun “demokrasi” di salah artikan oleh penguasa Orde 

Baru. Demokrasi diartikan sebagai hak monopoli penguasa untuk melakukan 

segala sesuatu semaunya, dan rakyat harus mengikuti aturan main penguasa, jika 

tidak maka dia akan dianggap telah melanggar demokrasi dan harus mendapat 

sanksi. 
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Hal inilah yang dirasakan rakyat, yang mana rakyat dikekang dan hak-

haknya dikebiri. Dengan munculnya Reformasi, rakyat ingin hak-hak mereka 

diberikan dan dihargai, seperti hak dalam berpendapat, hak dalam berbuat dan 

diberikan kebebasan dalam menjalani kehidupan, tentunya dengan tetap 

memperhatikan norma-norma yang ada. Inilah makna “demokrasi” yang rakyat 

dan bangsa ini harapkan sebenarnya, yang mana kedudukan rakyat sama, hak dan 

kewajibannya juga sama tidak ada perbedaan, dan bebas melakukan apa saja tanpa 

harus diawasi dan dikekang, selama itu semua tidak melanggar aturan dan norma 

yang ada. 

Inti dari demokrasi adalah kebebasan, persamaan hak, keadilan, 

musyawarah dan tanggung jawab.1 Awalnya, kata “demokrasi” yang diteriakkan 

sebagai tanda lahirnya Orde Reformasi ini ditujukan pada kehidupan dan sistem 

politik negara sebagai perlawanan terhadap sistem politik yang otoriter.2 Namun, 

setelah Reformasi berjalan ternyata hal ini juga menimbulkan sebuah perubahan-

perubahan dalam sektor kehidupan dan tatanan sosial kemasyarakatan yang lain, 

seperti dalam kehidupan ekonomi, sosial, kebudayaan dan bahkan agama. Isu 

demokrasi ini juga mempengaruhi dunia pendidikan khususnya masa depan 

pendidikan Islam di Indonesia. 

Sejak reformasi dikumandangkan, tentunya pendidikan Islam juga harus 

ikut ambil bagian dalam mewujudkan sebuah negara yang demokratis. Cita-cita 

mewujudkan sebuah negara yang demokratis tentunya tidak hanya untuk saat ini 

                                                 
1 Abd. Rahman Assegaf, Pendidikan Tanpa Kekerasan; Tipologi Kondisi, Kasus dan 

Konsep (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hal. 140.  
2 Husni Rahim, Arah Baru Pendidikan Islam Di Indonesia (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

2001), hal. 15.  
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saja namun juga untuk masa depan. Maka Indonesia ke depan akan dititipkan dan 

dipegang oleh anak-anak muda sekarang. Maka, pendidikan Islam harus mampu 

menciptakan manusia masa depan yang demokratis yang mampu membawa 

tongkat estafet bangsa ini. 

Untuk menciptakan anak bangsa yang berjiwa demokratis, tentunya hal itu 

tidak datang begitu saja. Perlu dilakukan sebuah pembiasaan dan pembinaan sejak 

dini agar anak-anak tersebut terbiasa dalam sebuah kehidupan yang demokratis. 

Pendidikan Islam memiliki peranan penting dalam melakukan hal tersebut melalui 

lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formalnya. Terutama dalam hal 

ini adalah pesantren3, karena sehari-hari dalam setiap kegiatan anak dari 

pendidikan formal, pendidikan non formal hingga kehidupan keseharian yang lain 

anak ada dalam lingkungan pesantren tersebut, maka bagaimana kultur di 

pesantren ini mampu merangsang jiwa anak agar berjiwa demokratis. Selain 

pesantren, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lain seperti pada madrasah 

baik dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi (MI, MTs, MA, dan perguruan-

perguraun tinggi Islam) juga harus melakukan hal yang sama, yaitu menjadi duta 

demokrasi bagi bangsa ini, dengan membiasakan hidup demokratis dalam setiap 

kegiatannya. 

Atas dasar ini semua, maka pendidikan Islam harus berjiwa demokratis 

seiring dan seirama dengan tuntutan reformasi. Jika sebelum reformasi masih ada 

pendidikan Islam yang kurang demokratis, maka sudah saatnya budaya-budaya 

demokrasi itu dibudayakan dalam kultur pendidikan Islam ke depan.  
                                                 

3 Diakui atau tidak, pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan tertua yang melekat 
dalam perjalanan kehidupan Bangsa Indonesia sejak ratusan tahun yang silam dan telah banyak 
memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan bangsa ini.  
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Secara tidak sengaja dan tidak langsung, ternyata gerakan reformasi di 

Indonesia berbarengan dengan mengalirnya arus globalisasi yang semakin deras di 

dunia global. Globalisasi ini identik dengan sains dan teknologi yang semakin 

canggih dan modern. Gerakan globalisasi ini begitu cepat bergerak dan berubah, 

jika kita tidak mampu mengimbanginya maka kita akan tertinggal dan terus 

tertinggal. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pendidikan Islam di 

Indonesia. Pendidikan Islam harus bergerak secara aktif mengatasi tantangan 

tersebut karena kita telah berada di zaman yang baru, zaman yang penuh 

semangat, harapan dan perubahan, tidak lagi berada di zaman tertutup dan 

otoriter. 

Setelah sekitar satu dekade reformasi ini, kita masih melihat jika      

kondisi pendidikan Islam di Indonesia masih belum mampu secara efektif 

menjawab harapan dan tuntutan dinamika masyarakat modern. Walaupun ini 

sudah mengalami peningkatan signifikan dibandingkan sebelum reformasi, paling 

tidak sampai saat ini pendidikan Islam terus berproses mewujudkan hal tersebut. 

Kita bisa melihat mulai bermunculan universitas-universitas Islam di Indonesia 

yang memperkaya khasanah keilmuannya dengan mengikuti dinamika global, 

seperti dengan mulai mengembangkan bidang keilmuan sains dan teknologi. 

Untuk lebih mengefektifkan peran pendidikan Islam di Indonesia masa 

sekarang dan masa depan, sejalan dengan semangat reformasi maka pendidikan 

yang diperlukan umat Islam saat ini adalah pendidikan yang lebih demokratis, 

yaitu pendidikan yang lebih terbuka yang mengutamakan kebebasan manusia 

untuk mengembangkan segala kreativitas, kemampuan dan wawasannya serta 
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selalu menyediakan ruang perubahan secara dinamis dan positif sesuai dengan 

tuntutan zaman, tentunya selama itu tidak keluar dari dasar nilai-nilai keIslaman 

yang ada. Dengan demikian, maka pendidikan Islam akan terbebas dari 

keterbelakangan dan mampu berperan serta secara aktif mengawal perubahan-

perubahan yang terjadi di zaman milenium ini, baik itu perubahan dalam ilmu 

pengetahuan Islam pada khususnya dan juga perubahan bagi umat Islam pada 

umumnya. 

Dalam konteks ke-Indonesiaan, pendidikan Islam menjadi salah satu 

fondasi terkuat dalam menghidupkan dunia pendidikan di Indonesia. Dengan 

mayoritas penduduk beragama Islam, tentunya pendidikan Islam di Indonesia 

sudah ada sejak negara ini belum ada (merdeka). Melalui surau-surau dan 

pesantren-pesantren yang ada di desa-desa, pendidikan Islam mulai berjalan. Hal 

itu terus berlangsung sampai sekarang, sampai kita melihat begitu banyaknya 

pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada. Namun, untuk 

membuat orang Islam cerdas tidak cukup hanya dengan meningkatkan kuantitas 

dan fisik bangunannya saja, kualitas pun harus diperhatikan dan justru hal ini 

sebenarnya yang lebih diperlukan dan lebih penting.  

Umat Islam yang juga sebagai masyarakat sosial yang hidup di dunia ini, 

yang mana umat di dunia ini beragam baik dari segi agama, suku, ras dan 

kebudayaan, tentunya Islam janganlah menutup diri dari dunia luar (luar Islam), 

karena alam dunia ini bukan hanya milik umat Islam saja, melainkan milik semua 

manusia yang oleh Allah SWT dijadikan sebagai khalifah untuk mengelola dan 

merawat alam yang kita tempati ini yaitu bumi. Kita harus banyak membuka 
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komunikasi, karena dengan komunikasi itu ilmu dan pengalaman dapat kita 

peroleh. Maka sikap demokratis harus ada dalam budaya kehidupan kita sebagai 

umat Islam, tentunya juga dalam dunia pendidikan Islam harus berbudaya 

demokratis, sebagaimana Islam juga mengajarkan budaya hidup yang demokratis. 

Dengan pendidikan yang demokratis, tentunya akan selalu membuka ruang 

komunikasi untuk berdialog, memberikan kritik dan saran yang membangun, 

aspirasi dan inisiasi yang positif demi terwujudnya sebuah kemajuan. Budaya 

pendidikan yang demokratis sangat relevan untuk dilakukan dan terus 

dikembangkan pada masa sekarang ini, khususnya di Indonesia yang 

masyarakatnya sangat beragam dan plural. 

Muhammad Athiyah Al-Abrasy menyatakan bahwa pendidikan Islam 

merupakan pendidikan yang ideal. Karena di dalamnya mengandung proses 

demokratisasi, pembebasan, dialogis dan memberikan peluang yang besar 

terhadap penggunaan akal dan besarnya perhatian terhadap arah dan 

kecenderungan potensi bawaan manusia.4 

Hal inilah yang melatarbelakangi pembahasan dalam skripsi ini. Dengan 

prinsip dasar bahwa Islam adalah agama egaliter yang keberadaannya untuk 

kesetaraan umat manusia, keadilan dan kebersamaan. 

Pada titik singgung ini, pemikiran Soekarno5 tentang demokrasi 

pendidikan menjadi sangat relevan. Karena, pertama, Soekarno yang merupakan 

                                                 
4 Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam (Bustami A. 

Gani dan Djohar Bahry. Terjemahan), Jakarta: Bulan Bintang, 1970, hal, 20.  
5 Soekarno (6 Juni 1901 – 21 Juni 1970) adalah Presiden pertama Republik Indonesia, 

Namun sebenarnya, perjuangannya bagi Bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan jauh lebih besar. 
Soekarno bersama Mohammad Hatta membacakan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 
tanggal 17 Agustus 1945, sehingga dia mendapat predikat Bapak Proklamator. Selain itu, 
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tokoh demokrasi di Indonesia dan seorang Bapak bangsa, juga berusaha untuk 

menerapkan nilai-nilai demokrasi itu ke dalam dunia pendidikan, karena 

menurutnya hanya dengan budaya yang demokratis pendidikan di Indonesia ini 

akan maju. Kedua, jika kita kaitkan dengan pendidikan Islam, ternyata apa yang 

dikatakan Soekarno tentang demokrasi pendidikan itu dapat diterapkan pula pada 

perjalanan pendidikan Islam ke depan, karena salah satu problematika pendidikan 

Islam selama ini yaitu pelaksanaannya yang kurang mengedepankan nilai-nilai 

demokrasi sebagaimana Islam telah mengisyaratkan hal tersebut.   

Pada kesempatan ini penulis mencoba untuk menelaah pemikiran 

Soekarno tentang demokrasi pendidikan dan implikasinya bagi pendidikan Islam.  

Soekarno selain seorang tokoh nasional dan juga pahlawan di Bangsa ini, juga 

menaruh perhatian yang besar terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. 

Salah satu bentuk perhatiannya itu Soekarno menawarkan agar pendidikan di 

Indonesia ini dilaksanakan secara demokratis. Melalui penelitian ini, diharapkan 

nantinya akan ada implikasi yang berarti dari pemikiran Soekarno tentang 

demokrasi pendidikan bagi perjalanan pendidikan Islam ke depan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Sebagaimana latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

penyusun mencoba mengangkat permasalahan yang perlu dikaji dan dituangkan 

ke dalam sebuah karya ilmiah ini, yaitu: 

                                                                                                                                      
Soekarno juga menjadi salah satu Bapak Bangsa (founding fathers) yang banyak berperan dalam 
membangkitkan, memberikan jati diri bangsa serta meletakkan dasar negara Republik Indonesia, 
yaitu Pancasila yang disampaikan pada 1 Juni 1945. Taufik Adi Susilo dalam Syamsul Kurniawan, 
Pendidikan Di Mata Soekarno; Modernisasi Pendidikan Islam Dalam Pemikiran Soekarno 
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), hal. 23.  
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1.   Bagaimana pemikiran Soekarno tentang demokrasi pendidikan? 

2.    Apa implikasi dari pemikiran Soekarno tentang demokrasi pendidikan 

bagi pendidikan Islam? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.  Tujuan Penelitian 

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemikiran Soekarno 

tentang demokrasi pendidikan dan implikasinya bagi pendidikan Islam.  

2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai 

signifikansi dan manfaat secara teoritis maupun praktis: 

a. Kegunaan secara teoritis adalah untuk memperkaya khasanah 

intelektual, terutama tentang demokrasi pendidikan dan khususnya 

bagi upaya demokratisasi pendidikan Islam. 

b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan bagi studi pendidikan Islam, 

khususnya tentang wacana demokratisasi pendidikan Islam. 

c. Dari segi praktis diharapkan dapat mengembangkan pemikiran yang 

berguna bagi para pengelola pendidikan Islam, pendidik dan juga 

pemerintah yang berkecimpung dalam dunia pendidikan Islam, 

tentang pentingnya demokrasi dalam pendidikan Islam dan 

mengaktualisasikannya dalam proses pendidikan Islam. 
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d. Dari segi kepustakaan diharapkan dapat menjadi salah satu karya 

ilmiah yang dapat menambah koleksi pustaka Islam yang 

bermanfaat. 

 

D.  Telaah Pustaka 

Beberapa kepustakaan yang mendahului penelitian ini memiliki relevansi 

yang kuat, paling tidak dari beberapa kepustakaan yang ditemukan oleh penyusun 

terhadap penyusunan skripsi ini. Penelitian ini berbeda dari hasil penelitian yang 

terdahulu. Penelitian ini bermaksud untuk memosisikan diri dalam perbincangan 

wacana demokratisasi pendidikan Islam. 

Sebelum penelitian ini, sudah ada beberapa penelitian yang membahas 

tentang pemikiran Soekarno, di antaranya yaitu: 

Skripsi yang ditulis oleh Saudara Jundi Sutomo dengan judul “Ide 

Soekarno Tentang Pembaharuan Islam Di Indonesia”.6 Skripsi ini mencoba untuk 

menerangkan pemikiran-pemikiran Soekarno tentang pembaharuan Islam dalam 

berbagai bidang, di antaranya dalam bidang aqidah, bidang pendidikan, bidang 

sosial serta dalam bidang politik. Untuk bidang pendidikan, ide pembaharuan 

yang ditawarkan Soekarno yaitu menghendaki agar masyarakat dan Bangsa 

Indonesia memerdekakan akal dan menentang terhadap pembelengguan akal. 

Maksud Soekarno tersebut adalah agar makna Islam dihayati secara benar, bukan 

Islam apa adanya, tetapi Islam yang bisa diterima oleh akal, Islam yang penuh 

                                                 
6 Jundi Sutomo, Ide Soekarno Tentang Pembaharuan Islam Di Indonesia (Skripsi (tidak 

diterbitkan): Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2001). 



10 
 

 

kobaran api, sebab menurut Soekarno Islam itu adalah agama yang rasional, dan 

lebih dari itu Islam adalah agama yang penuh perjuangan. 

Skripsi yang ditulis oleh Saudari Nana Sumarna dengan judul “Studi 

Komparasi Antara Pemikiran Soekarno dan Abdurrahman Wahid Tentang Relasi 

Islam dan Negara”.7 Skripsi ini membandingkan antara pemikiran Soekarno dan 

Abdurrahman Wahid tentang relasi Islam dan Negara. Menurut Soekarno tentang 

relasi Islam dan Negara mengambil pola sekularistik, yang memisahkan agama 

dan negara. Karena menurut Soekarno agama merupakan urusan spiritual-akhirat, 

sedangkan masalah negara adalah persoalan dunia dan kemasyarakatan. Menurut 

Abdurrahman Wahid tentang relasi Islam dan Negara mengambil pola 

substansialistik, yang tidak mengikuti adanya pemisahan antara agama dan negara 

(urusan politik), dan menempatkan agama (Islam) sebagai etika sosial dan 

panduan moral masyarakat dalam negara. Persamaan dari kedua tokoh ini adalah, 

pertama, Soekarno dan Abdurrahman Wahid sama-sama memandang Islam 

sebagai agama modern, progresif dan rasional serta melihat bahwa Islam harus 

mampu menjawab permasalahan masyarakat, termasuk masalah kenegaraan. 

Kedua, baik Soekarno maupun Abdurrahman Wahid menjadikan Pancasila 

sebagai dasar negara yang final dan menolak Islam dijadikan sebagai dasar 

negara. Ketiga, berkaitan dengan konsepsi negara, Soekarno dan Abdurrahman 

Wahid menginginkan sebuah negara yang mampu menjaga pluralitas dan 

tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, dalam menjawab 

                                                 
7 Nana Sumarna, Studi Komparasi Antara Pemikiran Soekarno dan Abdurrahman Wahid 

Tentang Relasi Islam dan Negara (Skripsi (tidak diterbitkan): Jurusan Perbandingan Mazhab dan 
Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004). 
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kepentingan bangsa yang plural, baik Soekarno maupun Abdurrahman Wahid 

menawarkan demokrasi sebagai keniscayaan yang harus diperjuangkan. 

Skripsi yang ditulis oleh Saudara Darmawan dengan judul “Kontribusi 

Soekarno Dalam Perkembangan Islam Di Indonesia Tahun 1926-1942”.8 Skripsi 

ini memfokuskan pembahasan pada pemikiran Soekarno kaitannya dengan 

perkembangan Islam di Indonesia antara tahun 1926-1942. Tahun 1926 

merupakan tahun dimulainya perjuangan Soekarno di dalam pergerakan nasional, 

yang banyak berbicara tentang hasrat persatuan Indonesia yang begitu besar dan 

juga menunjukkan usaha-usaha propaganda persatuan Islam. Dalam kurun waktu 

1926-1942 tersebut Soekarno berusaha mempelajari Islam dan memberikan ide-

idenya kepada umat Islam baik dalam bidang sosial, pendidikan maupun tinjauan 

mengenai sebab-musabab maju dan mundurnya sejarah Islam. Tahun 1942 adalah 

waktu di mana Soekarno dibebaskan oleh Jepang dari tempat pembuangan. Dalam 

skripsi ini dijelaskan tiga pokok persoalan yaitu, tentang sejarah perkembangan 

Islam di Indonesia tahun 1926-1942, menjelaskan siapa sebenarnya Soekarno dan 

proses perkenalannya dengan Islam, dan mengungkapkan pandangan dan 

pemikiran aktivitas keislaman Soekarno selama kurun waktu tahun 1926-1942. 

Skripsi yang ditulis oleh Saudara Ahmad Shofi dengan judul “Soekarno 

dan Soeharto Dalam Politik Penguasaan Negara”.9 Skripsi membahas tentang 

gerakan politik antara Soekarno dan Soeharto ketika menjabat sebagai Presiden 

                                                 
8 Darmawan, Kontribusi Soekarno Dalam Perkembangan Islam Di Indonesia Tahun 

1926-1942 (Skripsi (tidak diterbitkan): Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).  

9 Ahmad Shofi, Soekarno dan Soeharto Dalam Politik Penguasaan Negara (Skripsi 
(tidak diterbitkan): Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2007).  
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dalam politik penguasaan negara. Kedua tokoh ini memiliki persamaan dan 

perbedaan. Persamaannya yaitu, keduanya sama-sama begitu represif dalam 

menjalankan kekuasaan (sebagai penguasa politik). Perbedaannya, Soekarno 

sebagai Presiden pertama RI dikenal sebagai orator ulung yang dapat berpidato 

secara amat berapi-api tentang revolusi nasional, neokolonialisme dan 

imperialisme. Ia amat percaya pada kekuasaan massa, kekuatan rakyat. Ia juga 

pandai bernegosiasi dengan pihak penjajah dalam upaya bina bangsa (nation 

building). Sedangkan Soeharto sebagai Presiden kedua RI sama sekali bukan 

orator, jauh lebih tertutup, serta dikenal sebagai orang yang meskipun 

pemerintahannya penuh dengan kasus KKN – memimpin proses bergabung 

kembalinya Indonesia dengan sistem kapitalisme internasional, setelah sempat 

hendak diputus oleh pendahulunya. Soeharto terkesan curiga dengan kekuatan 

rakyat, kebijaksanaan masa mengambang Orde Baru didasari premis bahwa rakyat 

harus dipisahkan dari politik. 

Skripsi yang ditulis oleh Saudari Yana Suryana dengan judul “Kekuasaan 

Kepala Pemerintahan Masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno (1959-

1965) Perspektif Fiqh Siyasah”.10 Skripsi ini membahas pola kekuasaan kepala 

pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin Soekarno, kemudian dari hasil 

pembahasan itu akan dianalisis dalam perspektif fiqh siyasah. Menurut 

pembahasan penulis, pelaksanaan kekuasaan kepala pemerintahan era demokrasi 

terpimpin Soekarno, baik di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif, ada 

beberapa hal dalam tindakannya sebagai eksekutif yang tidak dibenarkan dalam 
                                                 

10 Yana Suryana, Kekuasaan Kepala Pemerintahan Masa Demokrasi Terpimpin Presiden 
Soekarno (1959-1965) Perspektif Fiqh Siyasah (Skripsi (tidak diterbitkan): Jurusan Jinayah 
Siyasah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).  
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konstitusi (UUD 1945) yaitu terindikasi terjadinya penumpukan dalam satu 

lembaga kekuasaan kepala pemerintahan, yakni dengan mengangkat para pejabat 

tinggi seperti Ketua MPRS, Ketua DPR-GR, Wakil Ketua DPA, Ketua DPN dan 

Ketua MA sebagai Menteri. Kekuasaan di bidang legislatif ada beberapa indikasi 

penyimpangan dari ketentuan UUD 1945, yaitu dengan banyak dikeluarkannya 

Penetapan Presiden (Penpres) di antaranya pembubaran lembaga DPR (legislatif), 

pembubaran partai, pengangkatan anggota DPR, pembentukan MPRS. Dalam 

bidang yudikatif di mana kekuasaan eksekutif dapat dicampuri urusan kekuasaan 

kehakiman, dengan dikeluarkannya UU NO. 19 Tahun 1964, yang mana undang-

undang ini sangat berlawanan dengan penjelasan UUD 1945 (mengenai pasal 24 

dan 25, bahwa kekuasaan kehakiman adalah merdeka). Setelah dianalisis dengan 

perspektif fiqh siyasah, maka kekuasaan kepala pemerintahan masa demokrasi 

terpimpin Soekarno telah menyalahi prinsip Islam, baik terhadap nilai keadilan 

(al-adalah), kesamaan (al-musawah), terutama dalam nilai syura (musyawarah) 

dan amanat, serta adanya penyelewengan terhadap prinsip kebebasan (al-

hurriyah). 

 Skripsi yang ditulis oleh Saudara Achmad Rois Wizna dengan judul 

“Pemikiran Soekarno Tentang Kemitrasejajaran Perempuan dan Laki-laki Dalam 

Keluarga”.11 Skripsi ini membahas pemikiran Soekarno tentang kemitrasejajaran 

antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga. Menurut Soekarno, 

harmoni antara suami dan istri akan ada ketika yang satu memperkuat yang lain. 

Sehingga melahirkan kondisi dinamis di mana laki-laki dan perempuan memiliki 
                                                 

11 Achmad Rois Wizna, Pemikiran Soekarno Tentang Kemitrasejajaran Perempuan dan 
Laki-laki Dalam Keluarga (Skripsi (tidak diterbitkan): Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah 
Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).   
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kesamaan hak, kewajiban dan kedudukan, peranan dan kesempatan yang dilandasi 

sikap dan perilaku saling menghormati, saling menghargai, saling membantu dan 

saling mengisi dalam berbagai bidang dalam rumah tangga. 

Skripsi yang ditulis oleh Saudari Susi Lestari dengan judul “Pengaruh 

Islam Dalam Pemikiran Politik Soekarno Tahun 1915-1935”.12 Skripsi ini 

membahas tentang bagaimana ajaran Islam memberikan pengaruh terhadap 

pemikiran politik Soekarno, khususnya pada tahun 1915-1935. Bahwa pada 

jangka waktu tersebut Soekarno banyak bersinggungan dengan lingkungan 

keislaman. Karena pada saat itu banyak tokoh-tokoh Islam yang berada di 

lingkungannya, yang secara tidak langsung memberikan pengaruh besar terhadap 

pemikiran politik Soekarno yang bernuansa Islam. Yaitu perjumpaannya dengan 

KH. Ahmad Dahlan, seorang tokoh Muhammadiyah, ketika berdakwah di dekat 

kediaman HOS. Tjokroaminoto, di mana saat itu Ia sedang mondok di kediaman 

HOS. Tjokroaminoto. Selain itu perjumpaannya pula dengan HOS. 

Tjokroaminoto sendiri sebagai gurunya, dan dengan A. Hasan (tokoh Persis) di 

mana Soekarno selalu berhubungan melalui surat-menyurat ketika di asingkan di 

Endeh, Flores. Dari ini semua, maka ada unsur-unsur Islam dalam pemikiran 

Soekarno. Hal tersebut dapat dilihat dari gagasan Soekarno tentang Nasakom. 

Pemikiran tentang Nasakom telah menjadi ideologi politik Soekarno. Gagasan 

Nasakom ini dianggap oleh Soekarno sangat bersesuaian dengan ajaran Islam. 

skripsi yang ditulis oleh Saudara Amroni dengan judul ”Pendidikan 

Sosialisme Indonesia oleh Pemerintahan Ir. Soekarno (1961-1966) (Perspektif 
                                                 

12 Susi Lestari, Pengaruh Islam Dalam Pemikiran Politik Soekarno Tahun 1915-1935 
(Skripsi (tidak diterbitkan): Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2010).  
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Filsafat Pendidikan Islam)”.13 Skripsi ini membahas mengenai salah satu 

pendidikan yang pernah dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia, yaitu pendidikan 

sosialisme Indonesia pada masa pemerintahan Ir. Soekarno (1961-1966). Penulis 

menjelaskan bahwa pendidikan sosialisme Indonesia yang dijalankan oleh 

pemerintah pada masa itu, di tingkatan kebijakan, sampai penerapannya di 

lingkungan pendidikan formal (SMP, SMA dan Perguruan Tinggi) merupakan 

salah satu cara menyejahterakan tujuan pendidikan dengan tujuan negara. 

Berikutnya penulis mengutarakan, setelah dianalisa melalui filsafat pendidikan 

Islam, maka terdapat kesimpulan bahwa pendidikan sosialisme Indonesia didapat 

melewati akal dan pengalaman empiris (dalam pendidikan Islam ditambah dengan 

intuisi), materinya meliputi aspek ekonomi, sosial dan politik (terdapat juga dalam 

Islam), metode pengajarannya dengan indoktrinasi (dalam pendidikan Islam, 

untuk materi katauhidan), evaluasi lebih pada aspek psikomotor (yaitu 

pembentukan kepribadian), dan tujuannya sesuai dengan kepentingan pemerintah 

(pendidikan Islam dilaksanakan untuk kepentingan agama).  

Buku dengan judul ”Pendidikan di Mata Soekarno; Modernisasi 

Pendidikan Islam Dalam Pemikiran Soekarno” yang ditulis oleh Saudara Syamsul 

Kurniawan.14 Buku yang semula tesis ini menjelaskan bahwa Soekarno juga 

menaruh perhatian terhadap pendidikan dan terutama pendidikan Islam. Dalam 

buku ini dijelaskan bahwa pendidikan Islam menjadi salah satu perhatian 

Soekarno karena dapat dipakai sebagai sarana transformasi masyarakat muslim 

                                                 
13 Amroni, Pendidikan Sosialisme Indonesia Oleh Pemerintahan Ir. Soekarno (1961-

1966) (Perspektif Filsafat Pendidikan Islam) (Skripsi (tidak diterbitkan): Jurusan Pendidikan 
Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).   

14 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Di Mata Soekarno; Modernisasi Pendidikan Islam 
Dalam Pemikiran Soekarno (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009). 
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Indonesia, dan juga pendidikan Islam merupakan arena untuk mengasah akal, 

mempertajam akal dan mengembangkan intelektualitas. 

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Saudari Suriati dengan judul ”Telaah 

Konsep Nasionalisme Pendidikan Soekarno Dalam Perspektif Pendidikan Islam 

Di Indonesia”.15 Skripsi ini mencoba untuk melihat dari sudut pandang 

pendidikan Islam di Indonesia terhadap prinsip nasionalisme pendidikan yang 

dilakukan oleh Soekarno pada masa pra-kemerdekaan. Dijelaskan bahwa prinsip 

nasionalisme pendidikan tersebut sangat nyata dan sinkron dengan Pendidikan 

Islam, meskipun pendidikan Islam memiliki porsi yang lebih kompleks tentang 

pendidikan. Penulis menambahkan, Islam dan pemikiran Soekarno melalui 

nasionalisme pendidikan sama-sama ingin menjadikan bangsa Indonesia sebagai 

manusia yang berkualitas, berkepribadian dan berakhlak mulia, mencintai sesama 

sebagai ciptaan Allah SWT. 

Setelah melakukan peninjauan terhadap buku dan beberapa hasil penelitian 

di atas, penulis berpendapat bahwa skripsi yang berjudul ”Pemikiran Soekarno 

Tentang Demokrasi Pendidikan dan Implikasinya Bagi Pendidikan Islam” ini 

berbeda dengan hasil penelitian dan buku tersebut di atas. Titik perbedaannya 

terletak pada segi penelitiannya, dalam skripsi ini penulis mengkaji pemikiran 

Soekarno secara spesifik tentang demokrasi pendidikan dan implikasi dari 

pemikiran Soekarno tentang demokrasi pendidikan itu bagi pendidikan Islam. 

 

 
                                                 

15 Suriati, Telaah Konsep Nasionalisme Pendidikan Soekarno Dalam Perspektif 
Pendidikan Islam Di Indonesia (Skripsi (tidak diterbitkan): Jurusan Pendidikan Agama Islam 
Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).   
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E. Landasan Teoritik 

Teori menurut Snelbecker (1974: 31) adalah seperangkat proposisi yang 

berinteraksi secara sintaksis yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat 

dihubungkan secara logis dengan lainnya dengan data atas dasar yang dapat 

diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan 

fenomena yang diamati, demikian juga yang dikemukakan oleh Marx dan 

Goodson (1976: 235) yang menyatakan bahwa teori adalah aturan yang 

menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa 

fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari (1) hubungan-

hubungan yang dapat diamati di antara kejadian-kejadian yang dapat diukur, (2) 

mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian, 

(3) hubungan-hubungan yang disimpulkan secara manifestasi hubungan empiris 

apapun secara langsung.16 

Landasan teoritik ini berisi uraian-uraian teori yang relevan dengan 

masalah yang diteliti yang dapat dijadikan sebagai landasan analisis hasil 

penelitian.17 

Negara kita yang berlandaskan Pancasila. Demokrasi mempunyai posisi 

penting dalam sistem ketatanegaraan, karena telah mendapat pengakuan secara 

konstitusional dalam UUD 1945. Tuntutan demokratisasi dalam kehidupan 

demokrasi mencakup segenap aspek kehidupan warga negara dalam hidup 

bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian seluruh warga masyarakat dapat 

                                                 
16 Lexy J. Melong, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 

hal. 57.    
17 Pedoman Penulisan Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Kependidikan Islam Fakultas 

Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hal. 12.  
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berperan aktif dalam menciptakan suasana kehidupan yang lebih demokratis 

dalam wujud yang nyata berupa sikap dan perbuatan sehari-hari. 

Demokrasi merupakan isu lain yang mempengaruhi masa depan 

pendidikan Islam di Indonesia.18 Inti dari demokrasi adalah penghormatan 

terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa demokrasi, kreativitas manusia tidak 

akan berkembang.19 

Inti dari demokrasi adalah kebebasan, persamaan hak, keadilan, 

musyawarah dan tanggung jawab. Demos artinya rakyat, sedang kratos berarti 

kekuasaan. Jadi demokrasi berarti kekuasaan rakyat, kedaulatan rakyat atau dalam 

term politik berarti pemerintahan yang dijalankan dari, oleh dan untuk rakyat. 

Demokrasi dalam dunia pendidikan merupakan proses pembangunan seluruh 

sivitas akademika untuk memajukan pendidikan. Kalau dalam politik ada rakyat, 

maka dalam pendidikan ada peserta didik. Pendidikan yang demokratis berarti 

melibatkan murid secara aktif dalam seluruh proses pendidikannya (student-

centered, student active learning), bukan sebaliknya yang berpola top-down yakni 

berpusat pada guru (teacher-centered).20  

Dalam pendidikan Islam yang secara organik tidak dapat dilepaskan dari 

agama Islam sebagai landasan dasar terselenggaranya pendidikan Islam. Islam 

bersifat universal yang di dalamnya telah tersaji prinsip-prinsip dan aturan-aturan 

berbagai masalah bidang kehidupan termasuk pada wilayah pendidikan. Dengan 

demikian umat Islam dituntut untuk mampu menggali prinsip-prinsip ajaran Islam 

                                                 
18 Husni Rahim, Arah, hal. 15.  
19 Abd. Rahman Assegaf, Pendidikan, hal. 191.   
20 Ibid., hal. 140-141.  
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tersebut untuk dijadikan sebagai kerangka atau landasan teori dalam 

penyelenggaraan pendidikan Islam. 

Berangkat dari pandangan ini, konsep demokrasi pendidikan dalam Islam 

juga tidak lepas dari landasan teori yang digali dari pemahaman pada prinsip-

prinsip ajaran Islam. Baik secara normatif maupun empiris, Islam sama sekali 

tidak anti-demokrasi.21 Secara normatif, Islam memang tidak menjelaskan 

bagaimana bentuk demokrasi yang dianut, namun ajaran Islam mengandung 

prinsip dan kaidah yang merupakan kata kunci dari substansi demokrasi.22 

Menurut Abd. Rahman Assegaf, di antara kaidah-kaidah itu adalah: Pertama, 

kaidah ta’aruf (saling mengenal). Prinsip-prinsip dasarnya bersumber dari: 

$pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $̄ΡÎ) / ä3≈oΨ ø) n=yz ⎯ ÏiΒ 9x. sŒ 4©s\Ρé& uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_ uρ $\/θãèä© Ÿ≅Í←!$t7 s%uρ (# þθèùu‘$ yètGÏ9 4 ¨βÎ) 

ö/ ä3 tΒtò2r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝ ä39 s) ø?r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛ⎧ Î=tã × Î7 yz ∩⊇⊂∪ ٢٣    

 
Ayat di atas menjelaskan bahwa demokrasi terkait dengan interaksi sesama 

manusia, dan dalam keterkaitan itu terdapat saling memahami atau mengenal 

(ta’aruf), hal ini sesuai dengan karakter manusia sebagai homo-social. Ta’aruf 

hanya bisa berjalan jika ada equality (persamaan), liberty (kebebasan), 

komunikasi dialogis tanpa dominasi satu kelompok atas yang lain. 

                                                 
21 Jalaluddin Rakhmat, “Islam dan Demokrasi” dalam Agama dan Demokrasi (Jakarta: 

P3M, 1994), hal. 40-41. Dalam Abd. Rahman Assegaf, Pendidikan, hal. 193.   
22 Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam (Bandung: Mizan, 1997), hal. 107-117. 

Lihat juga Bahtiar Effendy, “Islam, Demokrasi dan HAM” dalam Ahmad Suaedy (ed.), 
Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi (Yogyakarta: LKiS, 2000), hal. 29. Dalam  Abd. 
Rahman Assegaf, Pendidikan, hal. 193.  

23 QS. Al-Hujurat (49): 13 (yang artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami 
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”).   
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 Kedua, kaidah syura (musyawarah). Banyak ayat Al-Quran maupun Hadis 

yang memerintahkan musyawarah, misalnya: 

t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ (#θç/$yftGó™ $# öΝ Íκ Íh5tÏ9 (#θãΒ$ s%r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# öΝèδãøΒr& uρ 3“u‘θä© öΝ æηuΖ÷ t/ $£ϑÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖø%y—u‘ 

tβθà) ÏΖãƒ ∩⊂∇∪ ٢٤ 

$yϑÎ6 sù 7π yϑôm u‘ z⎯ ÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝ ßγ s9 ( öθs9 uρ |MΨ ä. $̂à sù xá‹ Î=xî É=ù=s) ø9 $# (#θ‘ÒxΡ]ω ô⎯ ÏΒ y7 Ï9 öθym ( 

ß#ôã $$sù öΝ åκ ÷] tã öÏ øótGó™ $# uρ öΝ çλm; öΝ èδö‘ Íρ$x© uρ ’ Îû Í öΔF{ $# ( # sŒ Î* sù |M øΒz• tã ö≅ ©. uθtG sù ’ n?tã «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# 

= Ït ä† t⎦, Î#Ïj. uθ tGßϑø9 $# ∩⊇∈®∪ ٢٥     

 
Nabi Muhammad SAW sendiri menghargai musyawarah. Sebagai contoh, pada 

waktu Perang Uhud Nabi Muhammad SAW mengadakan musyawarah dengan 

kaum muslimin untuk menentukan pilihan, apakah bertahan di dalam kota atau 

berperang ke luar kota. Hasilnya, suara mayoritas mengalahkan pendapat Nabi, 

yakni bertempur ke luar kota, dan Nabi pun menerima kehendak suara mayoritas 

tersebut.26 Musyawarah ini membutuhkan sikap tasamuf (toleran dan arif) di 

antara pihak yang bermusyawarah. Dalam kesempatan lain, Nabi Muhammad 

SAW bersabda, “Tidak akan gagal orang yang bermusyawarah.” 

                                                 
24 QS. Asy-Syuura (42): 38 (yang artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima 

(mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan 
kepada mereka”).  

25 QS. Ali-Imran (3): 159 (yang artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu 
berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun 
bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (maksudnya: urusan 
peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan 
lain-lainnya). Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”).  

26 Kuntowijoyo, Identitas, dalam Abd. Rahman Assegaf, Pendidikan, hal. 194.   
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 Bagi umat Islam, musyawarah dilaksanakan tanpa melanggar hak Allah 

dan Rasulnya. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah, mutlak harus berlaku dan 

tidak ada musyawarah. Tata cara shalat, puasa, haji dan lainnya merupakan 

ibadah makhdah (ibadah murni) yang syarat dan rukunnya telah ditentukan oleh 

Allah melalui Rasul-Nya, adalah hak Allah, tidak perlu dimusyawarahkan.  

 Ketiga, kaidah ta’awun (kerja sama). Dalam demokrasi ada kerja sama 

antar berbagai pihak. Kerja sama dalam pandangan Islam dilakukan berdasarkan 

mutual cooperation, di samping dalam rangka kebajikan dan takwa, bukan 

perbuatan dosa dan permusuhan, sebagaimana dalam Al-Quran di jelaskan: 

(#θçΡuρ$yès?uρ... ’ n?tã ÎhÉ9ø9 $# 3“uθø) −G9 $# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡuρ$yès? ’ n?tã ÉΟ øOM}$# Èβ≡ uρô‰ãèø9 $# uρ ... ٢٧ 

 
 Keempat, mashlahah atau menguntungkan masyarakat.28 Kalau 

pelaksananya adalah pemerintah, maka seluruh programnya mestilah diajukan 

bagi kemakmuran masyarakat umum, mengikuti rumusan the greatest happiness 

for the greatest number. Aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan yang paling 

utama dalam tindak lanjutnya. Mashlahah bagi masyarakat adalah mashlahah 

bagi negara, tetapi belum tentu sebaliknya. 

 Kelima, kaidah ‘adil atau adil. Islam mengharuskan keadilan secara 

mutlak, sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan: 

                                                 
27 QS. Al-Maidah (5): 2 (yang artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran...”).   

28 Kuntowijoyo, Identitas, dalam Abd. Rahman Assegaf, Pendidikan, hal. 100-101.   
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ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# $−ΚÏèÏΡ / ä3 Ýà Ïètƒ ÿ⎯ Ïμ Î/ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $Jè‹ Ïÿ xœ # Z ÅÁt/ ∩∈∇∪ ٢٩ 

 
Atas dasar firman Allah SWT inilah, Nabi Muhammad SAW selalu konsisten 

dalam melaksanakan hukum ini meskipun di lingkungan keluarganya, 

sebagaimana disabdakannya, “Andaikan Fatimah putri Muhammad mencuri, 

tentulah pula aku potong tangannya”. Perlakuan adil terhadap sesama adalah 

prinsip yang dibangun Islam, dan itu merupakan pilar demokrasi.30 

Selanjutnya, Abdul Munir Mulkhan berpendapat bahwa makna demokrasi 

pada konteks pendidikan yaitu, bahwa demokrasi pendidikan merupakan 

operasionalisasi pendidikan yang menghargai pembawaan, persamaan dan 

kebebasan peserta didik dalam upaya mengembangkan diri secara optimal ke arah 

pembentukan pribadi mandiri yang utuh.31 

Sedangkan menurut Mangunwijaya, keberadaan peserta didik seperti di 

atas, sebagaimana diungkapkan Abdul Munir Mulkhan, memerlukan adanya 

lembaga atau penyelenggara lembaga pendidikan yang mau memahami jati diri 

peserta didik, kebutuhan obyektif dan realitas sosial yang dihadapi.32 Hal ini 

berarti bahwa lembaga pendidikan tidak hanya merupakan sarana pembangunan 

individu peserta didik tapi juga dapat menjadi sarana transformasi sosial. 
                                                 

29 QS. An-Nisa (4): 58 (yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat”).   

30 Abd. Rahman Assegaf, Pendidikan, hal. 193-195.  
31 Abdul Munir Mulkhan, Paradigma Intelektual Muslim (Yogyakarta: SIPRESS, 1993), 

hal. 183.  
32 Mangunwijaya, Mandidik Manusia Merdeka (Yogyakarta: Dian Interfidie & Pustaka 

Pelajar, 1993), hal. 271.  



23 
 

 

Berangkat dari pendapat di atas, bahwa sebenarnya pendidikan yang 

diidealkan adalah pendidikan yang anti terhadap model-model pendidikan ”gaya 

bank”33 yang menempatkan manusia sebagai benda mati yang dapat diatur dan 

dicetak secara seragam sesuai dengan keinginan sang guru. Oleh karena itu 

demokrasi pendidikan juga menentang keras terhadap gaya pendidikan 

indoktrinatif, pencekokan, pendiktean yang mengandung penindasan terhadap 

kebebasan manusia, karena kebebasan merupakan fitrah ontologis manusia yang 

dihargai dan diarahkan secara positif.  

Muhammad Athiyah Al-Abrasyi menyatakan bahwa pendidikan 

demokratis harus menjadikan peserta didik agar percaya pada diri sendiri dengan 

kemampuan yang dimilikinya. Para guru hendaknya memberikan kebebasan pada 

peserta didik untuk berpikir tanpa terpaku kepada pendapat orang lain dan ini 

dilakukan agar mereka bisa menentukan kehidupan masa depannya sendiri 

berdasarkan kemampuan yang ada pada dirinya.34   

Kebebasan peserta didik untuk berpikir, bersikap dan bertindak akan 

terwujud manakala pola hubungan antara pendidik dengan peserta didik setara dan 

sejajar dan menafikan hubungan yang bersifat atas bawah (top down). Pendidik 

dan peserta didik sama-sama menjadi subyek yang mengadakan refleksi dan aksi 

bersama pada obyek realitas secara terus-menerus. 

Dalam teori lain, yang dikatakan oleh Paulo Freire, bahwa sebagai sebuah 

praksis sosial, pendidikan berupaya memberikan bantuan untuk membebaskan 

                                                 
33 Baca lebih lengkap dalam Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas (Utomo 

Danandjaya, dkk. Terjemahan), Jakarta: LP3ES, 2008, Cet. VI, hal. 51-74. 
34 Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam (Syamsudin 

Asyrafi, dkk. Terjemahan), Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996, hal. 57.   
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manusia di dalam kehidupan obyektif dari penindasan yang mencekik mereka. 

Fitrah manusia adalah menjadi subyek, bukan penderita atau obyek. Sehingga 

pendidikan haruslah berorientasi kepada pengenalan realitas diri manusia dan 

dirinya sendiri. Pengenalan itu tidak cukup bersifat obyektif atau subyektif, tetapi 

harus kedua-duanya.35  

Kebutuhan obyektif untuk mengubah keadaan yang tidak manusiawi selalu 

memerlukan kemampuan subyektif (kesadaran subyektif) untuk menggali terlebih 

dahulu keadaan yang tidak manusiawi yang terjadi senyatanya, yang obyektif. 

Kesadaran subyektif dan kemampuan obyektif adalah suatu fungsi dialektis yang 

ajeg (constant) dalam diri manusia dalam hubungannya dengan kenyataan yang 

saling bertentangan yang harus dipahaminya.36 

Oleh karena itu, pendidikan harus melibatkan tiga unsur sekaligus dalam 

hubungan dialektis, yaitu pengajar, peserta didik dan realitas dunia. Yang pertama 

dan kedua adalah subyek sadar (kognitive), sementara yang ketiga adalah obyek 

yang tersadari atau disadari (cognizable).37 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam 

pengumpulan dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang 

dihadapi.38 Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

                                                 
35 Paulo Freire, Pendidikan, hal. 19-27.  
36 Mansour Fakih, dkk., Pendidikan Popular; Membangun Kesadaran Kritis 

(Yogyakarta: INSIST Press, 2007), Cet. III,  hal. 50-51. 
37 Ibid.  
38 Arief Furchan, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2005), hal. 39.  
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mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ada empat kata kunci 

yang sangat mempengaruhi sebuah penelitian yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan 

kegunaan. Cara ilmiah ialah bagaimana sebuah penelitian itu didasarkan pada 

ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan 

penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal tidak bertentangan 

dengan akal sehat atau mampu terjangkau oleh nalar manusia. Empiris ialah cara 

yang dilakukan dalam penelitian dapat diamati oleh indra manusia, sehingga 

orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis 

artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-

langkah tertentu yang bersifat logis.  

Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) 

yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid39. Setiap penelitian mempunyai 

tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam 

yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti 

data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang 

sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu 

digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap informasi 

atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan 

memperluas pengetahuan yang telah ada.40  

Melalui penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum 

data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, 

                                                 
39 Valid berarti menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi 

pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.   
40 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 3-6.  



26 
 

 

memecahkan dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu 

masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, 

memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan 

mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.41 

1.  Jenis Penelitian 

Pembahasan skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (library 

research)42 yang mana pada proses penelitiannya difokuskan pada suatu 

penggalian data dan analisis yang memakai sumber kepustakaan, yakni 

menjadikan bahan pustaka (buku) sebagai sumber utama (data primer), 

sehingga lebih sebagai analisa dokumenter (documentary-analysis). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutik (hermenuetical 

approarch),43 yang digunakan untuk mengungkapkan substansi dari 

pemikiran Soekarno. Pendekatan ini merupakan interpretasi dari gagasan 

Soekarno tentang demokrasi pendidikan yang berposisi sebagai teks (as text), 

                                                 
41 Ibid.   
42 Jenis penelitian ini dapat didefinisikan sebagai penelitian yang menekankan pada 

penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait dengan pokok bahasan sebuah penelitian, baik 
melalui sumber data primer maupun sekunder. Dudung Abdurrahman, Pengantar Metodologi 
Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (Yogyakarta: IKFA, 1998), hal. 26. 

43 Hermeneutik secara umum dapat dedefinisikan sebagai teori atau filsafat tentang 
interpretasi makna. Kata hermeneutik itu sendiri berasal dari kata kerja Yunani hermeneuien, yang 
memiliki arti menafsirkan, menginterpretasi atau menterjemahkan. Jika asal kata hermeneutik 
dirunut, maka kata tersebut merupakan derivasi dari kata Hermes, seorang Dewa dalam mitologi 
Yunani yang bertugas menyampaikan dan menjelaskan pesan (message) dari sang Dewa kepada 
manusia. Menurut versi lain dikatakan bahwa Hermes adalah seorang utusan yang memiliki tugas 
menyampaikan pesan Yupiter kepada manusia. Tugas utama Hermes yang digambarkan sebagai 
seseorang yang memiliki kaki bersayap dan lebih dikenal dengan sebutan Mercurius adalah 
menerjemahkan pesan-pesan dari Gunung Olimpus ke dalam bahasa yang dapat demengerti oleh 
manusia. Oleh karenanya, Hermes harus mampu menginterpretasikan atau menterjemahkan sebuah 
pesan ke dalam bahasa yang dipergunakan oleh pendengarnya, sehingga pesan-pesan tersebut 
dapat dipahami maknanya. Dengan demikian, kata hermeneutik yang diambil dari peran Hermes 
adalah sebuah ilmu atau seni menginterpretasikan (the art interpretation) sebuah teks. Lihat 
Nafisul Atho’ dan Arif Fahrudin (ed.), Hermeneutika Transendental; Dari Konfigurasi Filosofis 
Menuju Praksis Islamic Studies (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), hal. 14-15. 
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sedangkan penulis yang berposisi sebagai pembaca (reader), berusaha untuk 

mengungkapkan (dalam rangka melakukan pembacaan secara kritis) 

implikasi dari gagasan Soekarno tentang demokrasi pendidikan tersebut bagi 

pendidikan Islam. 

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan metode hermeneutik di sini 

adalah proses penguraian yang bertolak dari isi dan makna yang tampak 

(yaitu pemikiran Soekarno tentang demokrasi pendidikan), kepada makna 

yang tersembunyi (implikasinya bagi pendidikan Islam). Pendekatan 

hermeneutik ini memang pada awalnya digunakan untuk menafsirkan kitab 

suci saja, namun semenjak Wilhelm Dilthey (1833-1911), yang kemudian 

dikembangkan lagi oleh beberapa pemikir sesudahnya seperti Heidegger dan 

Gadamer, metode ini mulai dipergunakan untuk ilmu-ilmu kemanusiaan 

(geisteswissen-chaften) atau ilmu pengetahuan tentang kehidupan (life 

science) seperti bidang sejarah, psikologi, hukum, agama, filsafat, seni, 

kesusastraan, linguistik dan sebagainya.44 

2.  Penentuan Subyek Penelitian  

Penentuan subyek penelitian adalah metode penentuan data itu sendiri 

dari mana data diperoleh. Yang dimaksud dengan subyek penelitian adalah 

sumber utama data penelitian yaitu yang memiliki data mengenai variabel-

variabel yang diteliti. Subyek penelitian pada dasarnya adalah yang akan 

dikenai kesimpulan hasil penelitian.45  

                                                 
44 Nafisul Atho’ dan Arif Fahrudin (ed.), Hermeneutika Transendental; Dari Konfigurasi 

Filosofis Menuju Praksis Islamic Studies (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), hal. 21.  
45 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 34-35.  
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Dalam penelitian ini, karena penelitian ini merupakan jenis penelitian 

kepustakaan (library research) sebagai mana sudah dijelaskan sebelumnya, 

maka subyek penelitian ini bersumber dari buku-buku yang relevan dengan 

penelitian ini. Sumber-sumber itu didasarkan atas data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. 

Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa tulisan Soekarno sendiri yang 

berkaitan dengan tema skripsi ini yaitu tentang konsep demokrasi dalam 

pendidikan. Beberapa tulisan Soekarno itu terkumpul dalam Buku “Di Bawah 

Bendera Revolusi” jilid satu dan jilid dua, dan sebuah buku yang ditulis oleh 

Soekarno dengan judul “Sarinah; Kewajiban Wanita Dalam Perdjoangan 

Republik Indonesia”. 

Sedangkan data sekunder adalah karya-karya lain yang berkaitan dan 

mendukung penelitian skripsi ini, baik berupa buku, makalah, maupun 

artikel-artikel yang tersebar di berbagai surat kabar, majalah, jurnal maupun 

internet. 

3.  Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut (yang 

diteliti), kemudian ditarik kesimpulannya.46 

Variabel pertama dalam penelitian ini adalah demokrasi pendidikan. 

Demokrasi pendidikan merupakan operasionalisasi pendidikan yang 

menghargai pembawaan, persamaan dan kebebasan peserta didik dalam 

                                                 
46 Sugiyono, Metode, hal. 60.  
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upaya mengembangkan diri secara optimal ke arah pembentukan pribadi 

mandiri yang utuh.47 

Variabel kedua adalah pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan 

proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan 

pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia 

untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.48 

Penelitian yang berjudul “Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi 

Pendidikan dan Implikasinya Bagi Pendidikan Islam” ini bermaksud untuk 

menelaah secara detail konsep demokrasi pendidikan menurut Soekarno dan 

menemukan implikasi dari konsep demokrasi pendidikan yang ditawarkan 

oleh Soekarno tersebut untuk diterapkan dalam perjalanan pendidikan Islam 

ke depan. Khususnya bagi pendidikan Islam yang dinilai kurang demokratis 

dalam pelaksanaan pembelajarannya di masa sebelum reformasi. Untuk masa 

saat ini yang sudah memasuki era reformasi, tentunya kesadaran 

berdemokrasi sudah banyak dipahami dan diterapkan dalam berbagai aspek 

kehidupan, termasuk pendidikan. Maka dari itu, dalam penelitian ini hanya 

dibatasi bagi pendidikan Islam sebelum masa reformasi. 

 

 

 

 

                                                 
47 Abdul Munir Maulkhan, Paradigma Intelektual Muslim (Yogyakarta: Sipres, 1993), 

hal. 183.  
48 Hasan Langgulung dalam Sutrisno, Pendidikan Islam yang Menghidupkan; Studi Kritis 

Terhadap Pemikiran Pendidikan Islam Fazlur Rahman (Yogyakarta: Kota Kembang, 2006), hal. 
13.    
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4.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh informasi 

kebenaran yang dipandang ilmiah dalam penelitian, terhadap hasil yang 

diperoleh secara keseluruhan.49 

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka pengumpulan datanya 

melalui studi pustaka yang banyak diperoleh melalui pengumpulan data-data 

yang terdapat dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada 

buku-buku saja, melainkan juga diperoleh melalui bahan-bahan studi 

dokumentasi, makalah, surat kabar, majalah, jurnal, web-site dan lain-lain. 

Karena merupakan studi pustaka, maka dalam pengumpulan datanya 

merupakan telaah dan kajian-kajian terhadap pustaka yang berupa data verbal 

dalam bentuk kata bukan angka. Penekanan dalam penelitian ini adalah 

menemukan pemikiran Soekarno tentang konsep demokrasi dalam pendidikan 

yang tertuang dalam tulisan-tulisannya dan karya-karya orang lain yang 

membahas pemikiran Soekarno. 

5.  Metode Analisis Data  

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan 

tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.50 

Penelitian ini menekankan pada deskripsi dan analisis masalah. 

Artinya, data yang didapatkan dianalisis secara kritis dengan teknik atau 

metode deskriptif-analitik. Adapun yang dimaksud deskriptif dalam penelitian 

                                                 
49 Sugiyono, Metode, hal. 308.   
50 Lexy J. Melong, Metode, hal. 280.  
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ini adalah mendeskripsikan data-data dalam bentuk kata dalam hal ini adalah 

pemikiran Soekarno mengenai demokrasi pendidikan sehingga ditemukan 

konsep-konsep demokrasi dalam pendidikan menurut Soekarno. 

Kemudian analitik berarti menganalisis data-data yang telah 

terkumpul, yaitu implikasi dari pemikiran Soekarno tentang demokrasi 

pendidikan bagi perjalanan pendidikan Islam ke depan. 

 

G. Sistematika Pembahasan   

Untuk mempermudah dalam memahami tulisan ini dan agar dapat 

mengetahui pembahasan skripsi ini secara mendetail, penulis memaparkan secara 

ringkas sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan dalam tulisan skripsi 

ini akan terbagi menjadi lima bab. Bab Satu, merupakan pendahuluan untuk 

mengantar pembahasan secara keseluruhan yang terdiri dari Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, 

Landasan Teoritik, Metode Penelitian dan terakhir Sistematika Pembahasan. 

Pendahuluan merupakan selintas deskripsi tentang beberapa faktor yang 

menjadi dasar timbulnya masalah yang akan diteliti serta gambaran signifikansi 

masalah tersebut. Tujuan dan Kegunaan Penelitian adalah menjadi titik tolak alur 

dan arah penelitian, sehingga dapat memberikan kontribusi secara teoritis–

metodologis dalam tradisi pemikiran demokratisasi pendidikan Islam. Telaah 

Pustaka, memberikan penjelasan bahwa masalah yang diteliti secara intelektual-

akademis memiliki tingkat signifikansi yang cukup urgen dan belum pernah 

diteliti secara tuntas, baik dalam bentuk penelitian skripsi maupun penelitian 
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lainnya. Landasan Teoritik, yaitu gambaran global tentang cara pandang dan alat 

analisa yang akan digunakan untuk menganalisa data yang akan diteliti. Metode 

Penelitian, merupakan penjelasan metodologis dari teknik dan langkah-langkah 

yang akan ditempuh dalam pengumpulan dan analisa data. Sedangkan Sistematika 

Pembahasan, digunakan untuk menjadi pedoman klasifikasi data serta sistematika 

yang ditetapkan bagi pemecahan pokok masalah yang akan diteliti. 

Bab Dua, menguraikan beberapa bagian. Bagian pertama menguraikan 

tentang sketsa demokrasi secara umum sebagai pengantar dari wacana demokrasi 

dalam pendidikan. Bagian kedua berisi uraian tentang fenomena pendidikan 

nasional yang terjadi di Indonesia, dilanjutkan dengan posisi dari pendidikan 

Islam dalam pendidikan Nasional. Bagian berikutnya berbicara tentang sosok 

Soekarno dan posisi dia dalam wacana pendidikan nasional dan pendidikan Islam.    

Bab Tiga, secara khusus membahas tentang hubungan Soekarno dengan 

demokrasi. Pertama membahas tentang konsep demokrasi yang ditawarkan 

Soekarno, kedua membahas perjalanan demokrasi ala Soekarno, dilanjutkan 

dengan wacana-wacana atau isu-isu desoekarnoisasi dan diakhiri dengan 

pembahasan mengenai masa depan dari demokrasi model Soekarno. 

Bab Empat, adalah bab analisis atau lebih dikerucutkan pada aplikasi dari 

pemikiran Soekarno tentang demokrasi pendidikan. Bab ini akan diawali dari 

pandangan Soekarno terhadap pendidikan secara umum, dilanjutkan dengan 

prinsip-prinsip demokrasi pendidikan menurut Soekarno serta bentuk-bentuk dari 

demokrasi pendidikan itu. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terakhir, 

pembahasan terakhir ini menjadi yang paling penting dalam penelitian ini karena 
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akan membahas tentang implikasi dari demokrasi pendidikan menurut Soekarno 

terhadap pendidikan Islam. 

Bab Lima, merupakan bagian akhir dari skripsi ini sebagai penutup. Bab 

ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil analisis serta penelitian yang berfungsi 

sebagai jawaban terhadap pokok permasalahan yang diangkat, dan saran-saran 

juga tertuang dalam bab ini kemudian diakhiri dengan kata penutup. 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kajian penelitian ini mengangkat dua permasalahan pokok, yaitu: 

Pertama, bagaimana pemikiran Soekarno tentang demokrasi pendidikan, dan yang 

kedua adalah apa implikasi dari pemikiran Soekarno tentang demokrasi 

pendidikan tersebut bagi pendidikan Islam. Berdasarkan pada pembahasan yang 

telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dan setelah dianalisis secara 

mendalam, maka dalam bab ini penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi Pendidikan 

Pemikiran Soekarno tentang demokrasi pendidikan adalah, bahwa 

proses pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis tujuannya agar 

peserta didik dapat belajar tanpa dihinggapi perasaan takut dan tertekan, 

mereka dapat belajar dengan senang, bebas dan penuh keceriaan. Yang 

ditekankan Soekarno terletak pada bentuk proses belajar-mengajarnya, 

menurutnya proses belajar-mengajar yang dilakukan harus menumbuhkan 

sikap peserta didik yang kritis, demokratis, terbuka dan bebas dalam 

mengemukakan pendapat dan melakukan tindakan. Soekarno menegaskan 

bahwa kebebasan (kemerdekaan) berpikir harus dikembangkan dan menjadi 

jiwa dari pendidikan di Indonesia. 
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Berikutnya Soekarno juga menaruh perhatian terhadap kaum 

perempuan dalam hubungannya dengan pendidikan. Soekarno menuntut 

persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam pendidikan 

adalah bagaimana kaum perempuan tetap mendapatkan peluang untuk maju 

sebagaimana peluang yang dimiliki kaum laki-laki yaitu dapat belajar secara 

layak. Menurut Soekarno kaum perempuan harus memperoleh akses 

pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki, tanpa harus membeda-

bedakannya. 

2. Implikasi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi Pendidikan Bagi 

Pendidikan Islam 

Implikasi dari pemikiran Soekarno tentang demokrasi pendidikan bagi 

pendidikan Islam adalah, bahwa dalam pendidikan Islam juga harus 

demikian, pelaksanaan proses belajar-mengajar harus dilaksanakan secara 

demokratis yang membuat para peserta didik merasa nyaman, semangat dan 

percaya diri dalam belajar. Pola pembelajaran dalam pendidikan Islam yang 

masih tradisional (konvensional) harus di rubah dengan pola-pola pendidikan 

yang lebih dinamis dan modern sesuai dengan tuntutan zaman. Pola hubungan 

guru (ustad) dan murid (santri) jangan lagi memakai pola hubungan dogmatis 

atau pola hubungan finalistis yang menempatkan murid sebagai obyek atau 

benda pasif. Guru dan murid pada hakikatnya merupakan mitra belajar 

(subyek dengan subyek), pola-pola hubungan lama harus ditinggalkan diganti 

dengan pola-pola hubungan baru, yaitu pola hubungan kemitraan yang 
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egaliter antara guru dan murid. kebebasan (kemerdekaan) berpikir juga harus 

dikembangkan dalam pendidikan Islam. 

Dalam kaitannya dengan pendidikan kaum perempuan Islam di 

Indonesia. Berangkat dari pendapat Soekarno, maka kaum perempuan Islam 

Indonesia juga harus memperoleh akses pendidikan yang sama dengan kaum 

laki-laki, tanpa harus membeda-bedakannya. Karena Islam sendiri 

mengisyaratkan demikian bahwa kewajiban untuk menuntut ilmu itu harus 

dilakukan oleh semua umat muslim, yang artinya menyeluruh baik kaum laki-

laki maupun kaum perempuan. Untuk itu lembaga-lembaga pendidikan Islam 

yang ada di Indonesia harus memfasilitasi hal tersebut, tanpa harus membeda-

bedakan dan berat sebelah. 

 

B. Saran-saran 

1. Bagi para kaum akademik; mahasiswa, dosen, pelajar, peneliti, dan para 

birokrat yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan Islam, anggaplah 

hasil penelitian ini merupakan wacana yang dapat meramaikan 

perbincangan metodologis dalam studi pendidikan Islam, khususnya yang 

terkait dengan wacana demokratisasi pendidikan Islam. Mudah-mudahan 

percikannya yang sedikit setidaknya dapat menambah terangnya wacana 

demokratisasi pendidikan Islam yang terus akan melaju bersama dengan 

perubahan umat Islam dan Bangsa Indonesia di masa mendatang. 

2. Dalam dataran metodologis, pendidikan Islam yang selama ini masih 

dominan menggunakan pendekatan yang masih tradisional 
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(konvensional), hendaknya tawaran Soekarno tentang demokrasi 

pendidikan ini bisa dijadikan sebagai pendekatan baru dalam metodologi 

pendidikan Islam ke depan agar lebih dialogis-partisipatoris dan lebih 

modern, sehingga mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada. 

3. Kesungguhan dan keseriusan seluruh pihak merupakan kata kunci 

keberhasilan dalam upaya demokratisasi pendidikan Islam, sehingga akan 

menghasilkan pendidikan Islam yang demokratis bukan otoriter. 

4. Penelitian ini hanyalah pengetahuan yang dihasilkan oleh penulis dengan 

kemampuan yang sangat terbatas, oleh karena itu penulis berharap 

terhadap semua pihak untuk mengkaji lagi secara lebih kritis dan 

mendalam tentang pemikiran Soekarno, khususnya yang berhubungan 

dengan pendidikan, dengan tujuan bisa memberikan pengaruh positif dan 

konstruktif bagi pendidikan Islam. 

 

C. Kata Penutup 

Alhamdulillah sebagai wujud syukur sudah selayaknya penulis panjatkan 

ke hadirat Allah SWT, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada 

junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.  Dengan karunia Allah SWT, berkat 

rahmat, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini 

tanpa ada kendala apapun. Namun, kekurangan dan kekeliruan sebagai 

keterbatasan wawasan penulis sangat disadari. 

Akhirnya, kepada segenap pembaca yang budiman, penulis sangat 

mengharapkan kesediaannya untuk memberikan koreksi, saran dan kritik yang 
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bersifat membangun (konstruktif) terhadap isi penelitian ini. Penulis yakin dalam 

penyusunan skripsi ini banyak sekali kesalahan baik terkait dengan bahasa yang 

digunakan yang sulit dipahami maupun teknik penulisan yang kurang sesuai 

dengan prosedur yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penulis meminta maaf 

yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, penulis masih punya harapan besar semoga 

penelitian ini walaupun jauh dari kesempurnaan dapat memberikan sedikit 

manfaat bagi segenap pembaca sekalian. Amin Ya Robbal ‘Alamin. 

 

 

 

         Yogyakarta, 14 Rabiul Awwal 1433 H 
                  7 Februari 2012  
          

      Penulis, 
 
 

         Sukma Umbara TF 
         NIM. 05470055 
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